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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA
DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN ATAU
PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM
PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau
lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih
karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya
status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih
untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena
hokum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan
status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk
mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Badan Usaha tersebut.

4. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih Pelaku
Usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang
dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum.



5. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap
dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

7. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi.

9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN BADAN USAHA
SERTA PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan
Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan
terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(2) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil
Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan
lain diduga melakukan:

a. perjanjian yang dilarang;
b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
c. penyalahgunaan posisi dominan.

Pasal 3

(1) Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan
Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara
yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
analisis:
a. konsentrasi pasar;
b. hambatan masuk pasar;
c. potensi perilaku anti persaingan;
d. efisiensi; dan/atau
e. kepailitan.

(3) Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian dengan menggunakan analisis
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Komisi.

(5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Komisi
dapat meminta keterangan dari Pelaku Usaha dan/atau pihak lain.

Pasal 4
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku
Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.



(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui
prosedur penanganan perkara oleh Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang.

BAB III
PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN BADAN
USAHA
SERTA PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Nilai Aset atau Nilai Penjualan

Pasal 5

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham
perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah
tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. (2) Jumlah
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
dan/atau

b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi
Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan
Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang
diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil
Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan
Badan Usaha yang diambilalih.

Pasal 6
Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa
denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi
sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham
antarperusahaan yang terafiliasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan

Pasal 8
(1) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(3) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



a. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham
perusahaan lain;

b. ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan; dan

c. nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham
perusahaan lain; dan

b. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

Bagian Ketiga
Penilaian Komisi

Pasal 9

(1) Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap
ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan
tertulis diterima Komisi secara lengkap.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
berlaku bagi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal pendapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan adanya
dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi akan
melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang.

Bagian Keempat
Konsultasi

Pasal 10
(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan
Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.
(2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi.

Pasal 11

(1) Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), Komisi melakukan penilaian.

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi memberikan
saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana Penggabungan Badan
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada
Pelaku Usaha.

(3) Saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi.



(4) Penilaian yang diberikan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan
dilakukan oleh Pelaku Usaha, dan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk
melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha,
atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara
yuridis.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 11 diatur dengan Peraturan Komisi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR &9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
Ttd,
Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA
DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UMUM

Perkembangan dunia usaha yang sangat dipengaruhi oleh para Pelaku Usaha, baik
langsung maupun tidak langsung telah mengubah kondisi dan situasi perekonomian
negara. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi tersebut perlu mencermati dan
menata kembali kegiatan para Pelaku Usaha, agar dunia usaha dapat tumbuh dan
berkembang secara sehat atau tidak menimbulkan Praktik Monopoli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keberadaan Peraturan Pemerintah ini dalam dunia usaha sangat penting untuk
memberikan kepastian hukum bagi para Pelaku Usaha, terutama dalam rangka
menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin
kompleks. Oleh sebab itu, perlu diupayakan penciptaan suatu iklim dunia usaha yang
sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi para Pelaku
Usaha untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat sesuai dengan amanat
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha
yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan
pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh
karena itu, tindakan Penggabungan (merger), Peleburan (konsolidasi), dan
Pengambilalihan (akuisisi) yang dapat mengendalikan dan mendorong ke arah
terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dihindari
sejak dini, dengan kata lain tindakan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan
hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan Pelaku Usaha lainnya.
Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur mengenai prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan
persekongkolan, akan tetapi tata cara proses

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang mengakibatkan Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu pengaturan lebih rinci yang
diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan
terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tata cara
penyampaian pemberitahuan, penilaian Komisi, dan konsultasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah badan usaha yang berbentuk badan
hukum perseroan terbatas.



Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “perjanjian yang dilarang” dalam ketentuan ini
misalnya: praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah,
pemboikotan, kartel, trust, praktik oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian
tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal
4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘“kegiatan yang dilarang” dalam ketentuan ini
misalnya: praktik monopoli, praktik monopsoni, penguasaan pasar,
persekongkolan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
Undang-Undang.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “posisi dominan” adalah keadaan dimana Pelaku
Usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam
kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau Pelaku Usaha mempunyai
posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan
dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau
penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan
barang atau jasa tertentu.
Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan posisi dominan” dalam ketentuan
ini misalnya: jabatan rangkap, pemilikan saham, sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli
dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang
menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebaliknya
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi
mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan.

Huruf b
Tanpa adanya hambatan masuk pasar, Pelaku Usaha pasca Penggabungan
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham
perusahaan dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk
melakukan perilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan
dengan tekanan persaingan dari pemain baru di pasar.
Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi, Badan
Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha
yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain dengan penguasaan
pasar menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya
untuk menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen karena
pemain baru akan kesulitan untuk memasuki pasar dan memberikan tekanan
persaingan terhadap Pelaku Usaha yang telah ada di dalam pasar.



Huruf ¢

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, dan/atau
Pengambilalihan saham perusahaan yang melahirkan satu Pelaku Usaha yang
relatif dominan terhadap Pelaku Usaha lainnya di pasar, memudahkan Pelaku
Usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih
keuntungan yang sebesarbesarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan
kerugian bagi konsumen.

Sebaliknya, dalam hal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha,
atau Pengambilalihan saham perusahaan tidak melahirkan Pelaku Usaha yang
dominan di pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan tersebut memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan
yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pesaingnya baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan yang dilakukan secara vertikal dapat menciptakan
terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir sehingga
mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut.

Huruf d

Dalam hal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan yang direncanakan bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi
yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya. Dalam
hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan
dicapai dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan, maka persaingan yang sehat akan lebih
diutamakan disbanding dengan mendorong efisiensi bagi Pelaku Usaha.
Persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan dengan
sendirinya melahirkan Pelaku Usaha yang lebih efisien di pasar.

Huruf e

Dalam hal alasan Pelaku Usaha melakukan Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain adalah
untuk menghindari terhentinya Badan Usaha tersebut untuk beroperasi di
pasar/industri, maka diperlukan suatu penilaian. Dalam hal kerugian
konsumen lebih besar apabila Badan Usaha tersebut keluar dari pasar/industri
dibanding jika Badan Usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di
pasar/industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat
persaingan di pasar berupa Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha
Tidak Sehat yang diakibatkan dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan
Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan tersebut.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” misalnya dalam hal terdapat
perkembangan metode penilaian terhadap dampak Praktik Monopoli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat selain konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar,
potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan/atau kepailitan.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ketentuan ini antara lain konsumen,
Pelaku Usaha pesaing, pemasok, instansi terkait, atau ahli.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha,
Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki
perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya
sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata-rata
nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir.
Huruf b
Cara perhitungan nilai penjualan sama dengan cara perhitungan nilai aset.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
a. pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dalam Badan Usaha; atau
b. adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama
dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan
menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi
dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:
a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung,
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun
tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” dalam ketentuan ini,
misalnya: anggaran dasar perusahaan, profil perusahaan, laporan keuangan 3
(tiga) tahun terakhir, rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha,
atau rencana Pengambilalihan saham.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
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